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Abstract: Determination of Policy Evaluation Village Limits. Thisstudy aimsto investigatethe
implementation and the factorsthat influence pricing poli cies K epau Desa Jayadistrict boundaries
Siak Hulu Kings Beach Village District to stop RajaKampar regency. Thisstudy used aqualitative
approach using interviews and observation as a data collection tool to expose problemsin the
policy setting boundaries between villages. The results show the delineation between rural
policy can not be executed. Thisis because the policy is not run according to the desired goal.

Abstrak: Evaluasi Kebijakan Penetapan Batas Desa. Penelitianini bertujuan untuk mengetahui
pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penetapan batas Desa K epau Jaya
Kecamatan Siak Hulu dengan Desa Pantai Raja K ecamatan Perhentian Raja K abupaten Kampar.
Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan menggunakan wawancara dan
observasi sebagai alat pengumpul data dengan memaparkan permasalahan dalam kebijakan
penetapan batas antaradesa. Hasil penelitian menunjukkan kebijakan penetapan batas antaradesa
tidak dapat dijalankan. Hal ini disebabkan karena kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan

yang diinginkan.
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PENDAHULUAN

Pembentukan atau pemekaranwilayah dirasakan
sebagai suatu kebutuhan untuk mewujudkan
upaya peningkatan efektivitas penye enggaraan
pemerintahan, pel aksanaan pembangunan, dan
pembinaan kemasyarakatan sertauntuk lebih
mempercepat pemerataan kesg ahteraan masya
rakat. Disamping itu untuk mendekatkan
pel ayanan kepadamasyarakat dan penciptaan
rentang kendali pengawasan |ebih efektif. Dasar
pemikiraninilahbiasanyadijadikanlatar belakang
daerah hinggaketingkat kecamatan dan desa
mel akukan pemekaran wilayah.

Pada tahun 2003 Kabupaten Kampar
mel akukan pemekaran kecamatan dengan batas
desa padamasing-masing kecamatan ditandai
dengan garis putus-putus pada peta pemekaran
tersebut. K etidakjelasan dalam bataswilayah
administrasi ini belakangan menjadi sumber
masal ah terutamaantar duawilayah yang ber-
sempadan, seiring dengan perkembang wilayah,
pertambahan jumlah penduduk sertamening-
katnyaluas penggunaan lahan. Salah satu dian-
taranya, sebagal imbasdari ketidakjel asan batas
wilayah administrasi pada pemekaran/pem-
bentukan kecamatan dari Peraturan Daerah
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K abupaten Kampar No. 22 Tahun 2003 tersebut
adal ah batasantara K ecamatan Perhentian Rgja
dengan Kecamatan Siak Hulu yang dulunya
merupakan kecamatan induknya. Adapun
permasa ahan batasyang muncul hinggamencuat
menjadi konflik adalah padabatas antar Desa
Kepau JayaK ecamatan Siak Hulu dengan Desa
Pantai RgjaK ecamatan Perhentian Rgja.

Adanyaaspiras dari pemerintah desayang
mengaj ukan permohonan kepada Pemerintah
K abupaten agar memfadilitas penydesaianbatas
admingras desaantaraDesaK epau JayaK eca-
matan Siak Hulu dan Desa Pantal RagjaK eca-
matn Perhentian Rgja, makasecararesktif, Pe-
merintah Kabupaten Kampar mengakomodir
permasal ahan tersebut dengan memasukkannya
sebagal salah satu agenda kegiatan Program
Fasllitas Percepatan Penyelesaian Tapa Batas
di Tahun Anggaran 2010.

Setelah berjalan selamaduatahun, kebija
kan penetapan batas desatersebut tidak dapat
mencapai tujuannya. Konflik antar desamasih
sering terjadi disebabkan karenabelum terlak-
sananya batas secara hukum. Fredrick dalam
Idamy (1994) mendefinis kan kebijakan sebagai
serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang,
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kelompok atau pemerintah dalam suatu ling-
kungan tertentu dengan menunjukkan hambatan-
hambatan dan kesempatan-kesempatan terha-
dap pel aksanaan usulan kebijakan tersebut da-
lam rangkamencapai tujuan tertentu.

Dalam pandangan Wibawa (1994) kebi-
jakan publik setidak-tidaknyamengandung tiga
komponen dasar, yaitu tujuan yang luas, sasaran
yang spesifik dan caramencapai tujuan. Pada
komponen caramencapai tujuan terkandung
beberapakebijakan lain yaitu sigpapelaksana
atau implementatornya, berapabesar dan dari
manadanadiperoleh, siapakelompok sasaran-
nya, bagaimana kebijakan dilaksanakan dan
bagai manasi stem manajemennya, bagaimana
keberhasilan atau kinerja kebijakan diukur.
Dengan demikian komponen ketigadan suatu
kebijakan, yaitu cara merupakan komponen
yang berfungs untuk mewujudkan duakompo-
nen yang pertamayaitu tujuan dan sasaran khu-
sus. Caraini bisadisebut denganimplementas.

Nugroho (2003) membuat sklusyang Sis-
tematik dalam pembuatan kebijakan publik yang
i0edl:

a. Terdapat isuatau masaah publik yaitu masa-
lahyang strategis, yakni bersifat mendasar,
menyangkut banyak orang, berjangkapan-
jang, tidak dapat diseleseikan perseorangan
dan embutuhkan penyelesaian

b. Dari isutersebut kemudian menggerakkan
pemerintah untuk merumuskan kebijakan
publik dalam rangkamenyelesetkanmasaah
yang dihadapi

c. Setelah dirumuskan kemudian kebijakan
publik ini dilaksakan oleh pemerintah, mas-
yarakat atau kedua-duanya sama-sama
mel aksanakan

d. Namun dalam proses perumusan, pelaksa
naan dan pasca pelaksanaan diperlukan
tindakan evaluas sebagai sebuah sklusbaru
untuk menilai apakah kebijakan yang
dirumuskan mampu dilaksakan dengan baik
dan benar

Tahapan kebijakan menurut Ripley dalam
Sujianto (2008) meliputi:

1. Agenda setting

2. Formulation dan keinginan od goals and
program

3. program implementation
4. Evaluatin of implementation

5. Decisions about future of the policy and
program

Dalam membuat kebijakan publik hen-
daknyamemperhatikan berbagal hal yang ber-
kaitan dengan kebijakan tersebut. Sebab berhas|
atau tidaknya kebijakan dipengaruhi banyak
faktor. Salah satu faktor tersebut adalah pel ak-
sanaannyaatau implementasinya, karenadari
implementas kebijakan kitaakan mengetahui
keberhasilan suatu kebijakan yang telah dibuat.

Seringkali berbagai persoalan muncul me-
nyangkut kesesuai an antara pel aksanaan kebi-
jakan dengan tujuan dan standar pelaksa-
naannya. Hal ini mungkin disebabkan kurangnya
dayaantisipas parapembuat kebijakan maupun
terjadi karenakondis lingkungan yang kurang
mendukung. Oleh karenaitu perlu adakajian
mengenai penyebab kegagal an agar tidak ter-
ulang di masayang akan datang dan untuk ke-
pentingan inilah, makaevaluas kebijakan di-
lakukan.

Evaluas padadasarnyaadal ah proses peni-
laian untuk mengukur efek suatu kebijakandaam
mencapal tujuan yang telah ditetgpkan, sehingga
pertimbangan perbuatan keputusan |ebih banyak
mengenai kebijakan itu dan peningkatan kebi-
jakan di masamendatang.

Menurut Dunn (2000) evaluas memiliki arti
spesifik yaitu pembuatan informas mengenai
sebergpajauh suatu hasi| kebijakan memberikan
kontribus terhadap pencapai an tujuan dan sa-
rana. Hal ini senadadengan pendapat Bryant dan
White dalam Wibawa dkk (1994) bahwa
evaluas kebijakan pada dasarnya harus bisa
men; el askan seberapajauh kebijakan danim-
plementasinyatelah dapat mendekati tujuan.
|stilahevauas oleh Dunn (2000) menunjuk pada
aplikasi beberapa skala nilai terhadap hasil
kebijakan yaitu penaksiran (approisal), pem-
berian angka(rating) dan penilaian (assement).
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Menurut Dunn (2000), adabeberapafaktor
yang menentukan sebuah kebijakan dapat di-
laksanakan dengan baik, antaralain adalah :

a. Respek anggotamasyarakat terhadap oto-
ritas dan keputusan pemerintah.

b. Adanyakesadaran untuk menerimakebijakan.

c. Adanyasanks hukum. Penergpan sanks bagi
individu kel ompok yang tidek mel aksanakan
kebijakan yang telah dibuat olehp pemerintah
merupakan carayang cukup efektif untuk
pengimplementas an kebijakan.

d. Adanyakepentingan publik. Padadasarnya
kebijakan yang dibuat adalah sebagai solusi
dari permasalahan publik, sehinggamereka
mau menerimakebijakan tersebut, karena
berkaitan dengan kepentingan bersamal
publik.

e. Adanyakepentingan pribadi. Seseorang atau
kel ompok akan menerimasebuah kebijakan
dengan senang hari, karenadengan demikian
akan mendatangkan manfaat ataupun
keuntungan secarapribadi bagi mereka.

Ripley dalam Wibawadkk (1994) menye-
butkan ada beberapa persoalan yang harus
dijawab oleh suatu kegiatan evauad, antaralain:

1. Kelompok dan kepentingan manayang me-
miliki aksesdi dalam pembuatan kebijakan?

2. Apakah proses pembuatannyacukup rinci,
terbukadan memenuhi prosedur?

3. Apakah prosesdidesain secaralogis?

4. Apakah Sumber Dayayang menjadi input
kebijakan telah cukup memadai untuk
mencapai tujuan?

5. Apakah standar implementasi yang baik
menurut kebijakan tersebut?

6. Apakah kebijakan dilaksanakan sesuai
standar efisens dan ekonomi?Apakah uang
digunakan secarajujur dan tepat?

7. Apakah kelompok sasaran memperoleh
pelayanan dan barang seperti yang didesain
dalam kebijakan?

8. Apakah kebijakan memberikan dampak
kepadakd ompok sasaran’?A pajenisdampeknya?

9. Apadampaknyabaik yang diharapkan mau-
pun yang tidak diharapkan terhadap mas-
yarakat?

10. Kapantindakan kebijakan dilakukan dam-
paknyaditerimaoleh masyarakat?

11. Apakah tindakan dan dampak tersebut
sesual dengan yang diharapkan?
Penelitianini bertujuan untuk mengetahui

pelaksanaan dan faktor-faktor yang mempe-

ngaruhi kebijakan penetapan batas DesaK epaul

JayaK ecamaan Sak HuludenganDesaPantal Rga

K ecamatan Perhentian RgaK abupaten Kampar.

METODE

Pendlitianini menggunakan pendekatan se-
carakuditatif dengan menggunakan wawancara
dan observas sebaga dat pengumpul data, hasll
penelitian disajikan secara deskriptif dengan
memaparkan permasal ahan dalam kebijakan
penetapan batas antara Desa K epau Jaya de-
ngan DesaPantai Rgja. Pembahasan penelitian
dilakukan dengan melihat bagaimana proses
pembuatan kebijakan dan pengimplementasian
kebijakan, sdanitujugadilihat mengena faktor-
faktor yang mempengaruhinya. Untuk mengum-
pulkan data dilakukan wawancara dengan
informan yang paham dengan permasalahan
kebijakan penetapan batas desaini, serta pe-
ngumpulandokumen-dokumen pendukunglannya

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penetapan batas desa merupakan suatu
kebijakan untuk memperjelaswilayah peme-
rintahan suatu desa, selain itu batas desayang
jelas akan memudahkan masyarakat untuk
mendapatkan pel ayanan publik dari pemerintah.
Batas desaakan memberikan kejel asan batas-
batas kewenangan suatu pemerintahan desa
secarapasti. Pemerintah Desadapat mengalami
kegamangan untuk mel aksakan urusan-urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangannya
pada wilayah yang masih kabur batasnya.
Langkah antisipatif dari desa-desauntuk tidak
mel aksanakan urusannyaterlebih dahulu demi
tidak melampaui kewenangan akan membuat
wilayah tertentu menjadi telantar, sedangkan
langkah agresif untuk tetap memperhatikan
wilayah-wilayah yang diklaim desalain dapat
menimbulkan masal ah benturan dengan desalain.
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Ketidakjelasan batas desa dapat menim-
bulkan dampak negatif yang lebih luaslagi dari
sekedar potens konflik antar desa, karenapo-
tend drategisdan ekonomissuatu bagianwilayah
seperti dampak pada kehidupan sosial dan
penyelenggaraan administrasi pemerintahan
bahkan dapat menimbulkan dampak politis
khususnyadi desa-desa perbatasan. Oleh ka-
renaitu dalam penyelenggaraan administrasi
pemerintahan, penegasan batas desamenjadi
penting untuk dilaksanakan.

Penetapan batas desa secarafisik dan pasti

di lapangan bukan merupakan suatu hal yang
mudah, meskipun penye enggaraan administras
pemerintahan desatelah berjalan dan berkem-
bang dan batas-batas yuridistel ah ditetapkan
dengan undang-undang pembentukan masing-
masing desa. Pada kenyataannyamenentukan
titik-titik batasfisk dengan mengacu padaundang
-undang pembentukan desaitu sendiri sering
menimbulkan permasal ahan antara desa-desa
yang bersangkutan karenamasi ng-masing pihak
tidak dengan mudah untuk sepakat begitu sgja
mengenai letak titik-titik batasfisk yang diten-
tukan. Batas desa yang tidak jelas meng-
akibatkan berbagal sengketa. Apdagi jikaterkait
sumber dayaalam yang adadi desatersebuit.

Setdlah dilakukan evauas terhadap kebija
kan penetepan batas antara Desa K epau Jaya
dengan DesaPantal Rgadiketahui bahwatujuan
dari Kebijakantidak tercapai, hd ini disebabkan
karenakebijakan tersebut tidak dapat diterima
oleh masyarakat Desa Pantai Raja sehingga
kebijakan tetap tidak dapat memberikan ke-
pastian hukum terhadap batas desa, selainitu
kebijakan tersebut jugatidak dapat mengurangi
konflik yang terjadi diantaradesatersebut.
1. Kedlompok dan Kepentingan yang Memiliki

Aksesdalam Pembuatan K ebijakan

Tidak terimanyamasyarakat dengan kebi-
jakan tersebut disebabkan karena adanya pe-
ngaruh dari beberapakel ompok yang memiliki
kepentingan tersendiri terhadap batas desater-
sebut, yaitu adanyakepentingan pengusahayang
memiliki perkebunan kelgpasawit di lahanyang
menjadi sengketatersebut.

2. ProsesPembuatan K ebijakan Cukup Rinci,
Terbuka, dan Memenuhi Prosedur

Proses Pembuatan kebijakan jugaharuster-
bukada am artian setiap masyarakat dapat me-
nyampai kan aspirasinyamengenai persoaan
yang terjadi dan jugamenyampai kan harapan-
harapan yang diinginkan dengan adanyasebuah
kebijakan. Selain itu proses pembuatan kebi-
jakanjugaharusmdihat persodan dari berbagai
sudut pandang. Jadi tidak hanyadari salah satu
pihak sgja, tapi harus mengumpul kan sebanyak
mungkininformas yang berkaitan dengan per-
masal ahan yang terjadi. Sebab bilakitamele-
paskan hal-hd terpenting dari prosespembuatan
kebijakan publik, makajelas kebijakan publik
yang dihaslkanituakanmiskinagpek lgpangannya

Sebuah produk kebijakan publik yangmiskin
aspek lapangannyaitu jel as akan menemui ba-
nyak persoal an padatahap penerapan berikut-
nya. Proses pembuatan kebijakan mengenai
penetapan batas DesaK epau Jayadengan Desa
Pantai Rgjatidak terbuka, dalam proses pem-
buatan kebijakan, pihak dari Pantai Rgjatidak
diikutsertakan dalam memberikan informasi
mengenal batasdesayang akan ditetgpkan, sdain
itu tidak adanya sosialisasi mengenai adanya
kebijakan tapa batas menyebabkan masyarakat
Pantal Rgjatidak mengetahui batas-batasyang
telah ditetapkan sehingga pada saat akan di-
adakannya program bantuan pembangunan
perkebunan kelapa sawit, masyarakat tidak
dapat melanjutkan program tersebut karena
lahan yang akan dijadikan perkebunan bukan
termasuk kedalam wilayah DesaPantal Rgja.

3. Sumber Dayayang Menjadi Input Kebijakan
Telah Cukup Memedal untuk Mencapal Tujuan
Persyaratan input sumberdayamerupakan

keharusan ddam prosesimplementad kebijakan,
tetapi hd itutidak menjamin suatu kebijakan akan
dilaksanakan dengan baik. Input sumberdaya
dapat digunakan secara optimum jika dalam
proses pengambilan keputusan dan pel aksanaan
kebijakan terjadi interaks positif dan dinamis
antarapengambil kebijakan, pel aksanaan kebi-
jakan dan pengguna kebijakan (masyarakat)
ddam suasanadan lingkungan yang kondusif.
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Input sumberdayamenjadi sangat penting
dalam sebuah kebijakan, karenainput sumber-
dayayang akan dikelolamenjadi sebuah kebi-
jakan untuk masyarakat, input kebijakan yang
dimaksud disini terdiri dari data-data dan
informasi mengenai batas antaraDesaK epau
Jaya dengan Desa Pantai Rgja. Sumberdaya
manusiayang ditugaskan untuk mengumpulkan
informasi dan data-data haruslah orang-orang
yang berkompeten dan memiliki pengetahun
tentang penetgpan batasdesasehinggainformas
yang dikumpulkan di lapangan data berguna
untuk menghasilkan sebuah kebijakan yang ber-
manfaet bagi masyarakat dari keduabelah pihak.

Pentingnyasumberdayayang menjadi input
dari kebijakan disebabkan karena informasi
yang berkenaan dengan data-data yang ada
untuk menentukan batas desamenjadi masukan
yang sangat penting gunamencapal kesepakatan
untuk menentukan batas desayang akan dite-
tapkan. Apabilasumberdayayang adabukanlah
orang-orang yang mengetahui pokok permasa:
lahan dalam penentuan batas desa, makakata
sepakat tidak akan tercapai sehinggamasalah
batas desa tersebut akan terus menerus tidak
dapat diselesaikan.

4. Standar Implementasi yang Baik Menurut
Kebijakan

Kebijakan yang telah dibuat pemerintah
mengenai penetapan batas desa antara Desa
K epau Jayadengan DesaPantai Rgjabertujuan
untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi
diantarakeduadesatersebut, apabilakebijakan
dapat dilaksanakan dengan baik, makapersodan
tersebut dapat tersel esaikan. Sebuah kebijakan
dapat dikatakan berhasi| apabilaimplementas
dari kebijakan dapat dijaankan dengan baik dan
dapat diterimaoleh seluruh masyarakat, kebi-
jakanyangtelah dibuat harusdiimplementasikan
dan hasiInyasedapat mungkin sesual dengan gpa
yang diharapkan oleh pembuat kebijakan dan
sesua dengantujuanyang adadiddamkebijakan
tersebut.

Untuk memperlancar implementas kebija-
kan perlu dilakukan sosdisas kebijakan dengan
bak. Syarat pengelolaan sosdisal kebijakanada

empat, yakni: (1) adanya respek anggota
masyarakat terhadap otoritas pemerintah untuk
men;jelaskan perlunyasecaramora mematuhi
undang-undang yang dibuat oleh pihak berwe-
nang; (2) adanyakesadaran untuk menerima
kebijakan. K esadaran dan kemauan menerima
dan melaksanakan kebijakan terwujud manakaa
kebijakan dianggap logis; (3) keyakinan bahwa
kebijakan dibuat secarasah; (4) awalnyasuatu
kebijakan dianggap kontroversd, namun dengan
berjalannya waktu maka kebijakan tersebut

dianggap sebagal sesuatu yangwajar.

5. Kelompok Sasaran Memperoleh Pelayanan
dan Barang seperti yang Didesain dalam
Kebijakan
Akibat dari adanyakonflik batas desater-

sebut, pel ayanan kepada masyarakat menjadi
terganggu, karena pada daerah yang bersem-
padan tersebut masyarakatnyasulit untuk men-
dapatkan pelayanan mulai dari tingkat desa
sampal dengan tingkat kabupaten karena
ketidekjdlasanwilayahadminidratifnya, sdanitu
pembangunan diwilayah tersebut jugamenjadi
terganggu karenatidak adadesamanapunyang
akan bertanggung jawab terhadap daerah
tersebut dikarenakan ketidakj el asan batasantar
desa.

6. Kebijakan Memberikan Dampak K epada
Kelompok Sasaran

Tujuan dari sebuah kebijakan adalah untuk
memenuhi aspiras dari masyarakat dan untuk
mengatas permasalahan yang terjadi didalam
masyarakat. Implementas yang dilaksanakan
sesuai dengan tujuan dari kebijakan tersebut
sehingga meghasilkan dampak yang positif
didalam masyarakat. Dengan adanyakebijakan
mengena batasdesadiharapkantidak lagi terjadi
konflik yang dapat merugikan masyarakat itu
sendiri. Sdanitu dengan adanyabatasdesayang
jelasmasyarakat bisamendapatkan kejelasan
mengenai lahan yang akan mereka olah.
K ebijakan memberikan dampak yang positif
bagi DesaK epau Jaya, karena setel ah ditetap-
kannya batas Desa K epau Jaya dengan Desa
Pantal Rgja, masyarakat Desa Kepau Jaya
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memiliki kejel asan mengenai lahan yang akan
mereka olah. Namun bagi masyarakat Desa
Pantai Rgjamerasadirugikan karenalahanyang
selamaini di olah oleh masyarakat Pantai Rgja
masuk kewilayah DesaKepau Jaya.

Implementasi kebijakan penetapan batas
desaini dipengaruhi oleh beberapafaktor, yaitu
Respek anggotamasyarakat terhadap otoritas
dan keputusan pemerintah, adanyakesadaran
untuk menerimakebijakan, adanyasanks hu-
kum, adanya kepentingan publik dan adanya
kepentingan pribadi. Apabilafaktor tersebut
tidak dapat ditanggulangi makakebijakantidak
akan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang
diinginkan. Yang menjadi faktor paing dominan
dalam pelaksanaan kebijakan adalah adanya
kepentingan pribadi sehinggakebijakan tidak
dapat dilaksanakan.

SIMPULAN

Kebijakan penetapan batas antara Desa
Kepau Jaya dengan Desa Pantai Ragja tidak
dapat dijalankan. Hal ini disebabkan karena
kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan
yang diinginkan. Konflik antar desamasih sering
terjadi dikarenakan tidak jelasnya batas desa
secarahukum. Sdlainitu penggaian potens sum-
berdaya dan pembagunan tidak dapat dilak-
sanakan, tidak berjalannya kebijakan sesuai

dengan tujuan yang tel ah ditetapkan disebabkan
oleh berbagai faktor. Salah satunyaada ah tidak
adanyarespek masyarakat terhadap kebijakan
yang disebabkan karenakurangnyasosialisas
yang dilakukan oleh pemerintah, sdlainitu adanya
pengaruh dari kepentingan pribadi juga ikut
mempengaruhi tidak terlaksananyakebijakan.
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